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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  

NOMOR  34 TAHUN 2011 

TENTANG 

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAJO, 

Menimbang  :       a.  bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan 

Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah  perlu ditinjau dan  

disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di 

dalam undang-undang dimaksud; 

b.  bahwa  Peraturan Daerah Kabupaten Wajo  

Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan dan perlu di sesuaikan dengan 

Undang-undang Nomor 28 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah;  

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk 

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

Mengingat  :  1.  Undang–undang Nomor 29 Tahun 1959 

Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 

II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 1822); 

2. Undang–undang Nomor 28 Tahun 2002 

Tentang Bangunan Gedung  (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247); 

3.  Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 4389); 

4.  Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004             

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 12  Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Kedua atas Undang–undang Nomor 32            

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5.  Undang–undang Nomor 26 Tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang     (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725);  

6. Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3980);  

7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 5059); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 

Tentang Peraturan Pelaksanaan             

Undang–undang Nomor 28 Tahun 2002 

Tentang Bangunan Gedung  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4532);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

Tentang Pembagian  Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008      

Tentang Rencana Tata  Ruang Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia               

Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4833);  

11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  

Tahun  1997  Tentang Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum         

Nomor 24/PRT/M/2007Tentang Pedoman 

Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum                   

Nomor 29/PRT/M/2007 Tentang Pedoman 

Persyaratan Teknis Bangunan; 

14. Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum                

Nomor 30/PRT/M/2007 Tentang Pedoman 

Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada 

Bangunan Gedung dan Lingkungan; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah 
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Kabupaten Wajo ( Lembaran Daerah Kabupaten  

Wajo  Tahun 2008 Nomor 4); 

16. Peraturan Daerah  Kabupaten  Wajo Nomor 1  

Tahun 2001  Tentang Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Wajo Sebagai Daerah Otonom; 

17. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Wajo Nomor 5 

Tahun  2010  Tentang Bangunan Gedung; 

18. Peraturan  Daerah  Kabupaten Wajo  Nomor 12 

Tahun  2010  Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 

tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 26 

Tahun 2011 tentang Legislasi Daerah                

(Lembaran Daerah Kabupaten  Wajo                                     

Tahun 2011 Nomor 39); 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO 

dan  

BUPATI WAJO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO 

TENTANG RETRIBUSI IZIN  MENDIRIKAN 

BANGUNAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Kabupaten Wajo. 

2. Bupati adalah Bupati Wajo. 

3.  DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo. 

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wajo. 

5.  Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten wajo. 
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6. Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) kabupaten adalah hasil 

perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan 

dengan peraturan daerah. 

7. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) adalah 

penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke 

dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.                                                                                                                   

8. Rencana Tata bangunan Lingkungan (RTBL) adalah panduan 

rancangan bangunan suatu kawasan untuk mengendalikan 

pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan 

lingkungan,rencana umum dan panduan rancangan,rencana 

investasi, ketentuan pengendalian rencana,dan pedoman 

pengendalian pelaksanaan. 

9. Kooefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka persentase 

perbandingan antara luas tapak besemen dan luas lahan / tanah 

perpetakan/ daerah perencanaan yang di kuasai sesuai rencana 

tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

10. Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan 

bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, 

termasuk kegiatan pemeliharan, perawatan dan pemeriksaan 

secara berkala. 

11. Pelestarian bangunan gedung adalah kegiatan 

perawatan,pemugaran, serta pemeliharaan bangunangedung dan 

lingkungannya untuk mengembalikan  keandalan bangunan 

tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan 

menurut periode yang dikehendaki. 

12 Pembongkaran bangunan gedung adalah kegiatan membongkar 

atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, 

komponen, bahan bangunan, dan / atau prasarana dan 

sarananya;         

13. Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten kepada orang 

pribadi dan atau badan. 

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang– undangan Retribusi Daerah diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran Retribusi. 

15. Kas daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk 

memegang kas daerah. 
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16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat 

SKRD atau dokuman yang dipersamakan adalah Surat Keputusan 

yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD 

atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan 

tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau 

denda. 

18. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di 

bidang Retribusi daerah sesuai peraturan perundang – undangan 

yang berlaku. 

19. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha 

Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, 

Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau 

Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha 

tetap serta Badan Usaha lainnya. 

20. Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) selanjutnya di sebut SIMB, 

adalah surat yang diajukan oleh orang pribadi atau badan usaha 

yang merupakan permohonan untuk memperoleh Izin Mendirikan  

Bangunan (IMB). 

21. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya di sebut IMB, adalah Izin 

yang diberikan untuk rencana pelaksanaan pekerjaan fisik 

bangunan. 

22. Izin Mendirikan Berjangka adalah Izin Mendirikan Bangunan yang 

diberikan dalam jangka waktu tertentu. 

23. Biaya Pengawasan Pemeriksaan adalah biaya yang diterima untuk 

pelaksanaan pengawasan / pemeriksaan bangunan baik yang 

akan dikerjakan maupun yang telah terlaksana oleh pemilik 

bangunan. 

24 Bangun-bangunan adalah Perwujudan fisik konstruksi teknis yang 

dibangun sebagai sarana penunjang bangunan gedung dan atau 

bukan gedung sebagai sarana penunjang kegiatan manusia. 

25  Mendirikan Bangunan adalah pelaksanaan pekerjaan fisik 

bangunan termasuk :  

a.   Bangunan Permanen; 

      b.   Bangunan Semi Permanen; 

      c.  Memperbaiki dan memperluas. 
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26  Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi 

yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 

seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau 

air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan 

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 

kegiatan khusus; 

27  Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil 

pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ 

atau di dalam tanah dan/ atau air, yang tidak digunakan untuk 

tempat hunian atau tempat tinggal; 

28 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, dan mengolahdata dan atau keterangan lainnya 

dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

Retribusi Daerah; 

29 Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Wajo yang diberi wewenang khusus oleh Undang – 

undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo yang memuat ketentuan 

Pidana; 

30  Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang 

terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di pungut retribusi 

sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

kepada orang atau badan. 
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Pasal 3 

(1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin 

untuk mendirikan suatu bangunan. 

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan 

pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis 

bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan 

koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), 

koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan 

bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi 

syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 

Pasal 4 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin 

Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah. 

Pasal 5 

Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas 

adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah, Bangunan Sosial dan sarana ke agamaan. 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 6 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Golongkan sebagai Retribusi 

Perizinan tertentu. 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 

Pasal 7 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, koefisien 

lantai bangunan, luas bangunan, prosentase guna bangunan, standar 

harga bangunan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
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BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR 

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan 

tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau 

seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di 

lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak 

negatif dari pemberian izin tersebut. 

BAB VI 

 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 9 

(1)  Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditetapkan 

sebagai berikut : 

1. Retribusi untuk Mendirikan Bangunan dengan rumus sebagai 

berikut : 

    

 RIMB  = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

 LB  = Luas Bangunan  

 SHDB  = Standar Harga Dasar Bangunan  

2. Biaya Pengawasan / Pemeriksaan  

(2)   Prosentase guna bangunan : 

NO KLASIFIKASI BANGUNAN 
KOEFISIEN                

( % ) 

Biaya 

Pengawasan/

Pemeriksaan   

(%) 

1 

 

2 

3 

4 

Bangunan Hunian/Rumah 

Tinggal 

Bangunan Keagamaan 

Bangunan 

Usaha/Komersial 

1,00 

 

0,00 

1,50 

2,00 

0,10 

 

0,00  

0,20  

0,10 

RIMB = LB x SHDB M2 x Prosentase Guna Bangunan + Biaya Pengawasan/Pemeriksaan 
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(3)  Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari harga 

dasar bangunan. 

(4)  Besarnya Standar Harga Dasar Bangunan ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

(5)  Selain  Standar Harga Dasar Bangunan juga berlaku RAB yang 

diajukan oleh pemohon. 

Pasal 10 

(1)  Besarnya tarif retribusi untuk memperbaiki dan merubah struktur 

bangunan sebesar 50 % dari nilai retribusi bangunan atau dengan 

rumus : (RIMB x 50%). 

(2)  Besarnya tarif retribusi untuk pengganti IMB yang hilang                    

sebesar 10 % dari nilai retribusi bangunan atau dengan rumus : 

(RIMB x 10%). 

(3) Besarnya tarif retribusi untuk pemecahan IMB sebesar 10 % dari 

nilai retribusi bangunan atau dengan rumus : (RIMB x 10%). 

(4)  Besarnya tarif retribusi untuk Izin Perubahan Tampak sebesar 10 

% dari nilai retribusi bangunan atau dengan rumus : (RIMB x 

10%). 

(5)   Besarnya retribusi Perpanjangan IMB sebesar 20 % dari nilai 

retribusi bangunan atau dengan rumus : (RIMB x 20%). 

(6)   Besarnya tarif retribusi Balik Nama IMB sebesar 20 % dari nilai 

retribusi bangunan atau dengan rumus : (RIMB x 20%). 

(7)  Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan 

Berjangka  (IMBB) sebesar 50 % dari nilai retribusi bangunan atau 

dengan rumus : (RIMB x 50%). 

(8)  Semua pendapatan dari retribusi disetor ke kas daerah. 

5 

6 

 

7 

 

8 

Bangunan Sosial dan 

Budaya 

Bangunan 

Ganda/Campuran 

Bangunan bukan gedung 

Bangunan Mezanine ( 

Tambahan lantai diatara 

dua lantai )  

Basement 

 

1,50 

0,50 

 

1,00 

 

1,00 

0,20 

0,10 

 

0,10 

 

0,10 
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BAB VII 

WILAYAH PUNGUTAN  

Pasal 11 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan 

penyediaan fasilitas diberikan. 

BAB VIII 

MASA RETRIBUSI 

Pasal 12 

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah 

Kabupaten. 

BAB IX 

SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 13 

(1)  Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(2)  Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD 

atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB X 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 14 

(1)  Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen 

lain yang dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 

(3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

BAB XI 

TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 15 

(1)  Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 
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(2)  Retribusi yang terutang dilunasi selambat–lambatnya 15 (lima 

belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan dan STRD. 

(3)  Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi 

diatur dengan Keputusan Bupati. 

BAB XII 

KEBERATAN 

Pasal 16 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala 

Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain 

yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

disertai alasan-alasan yang jelas. 

(3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan 

Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak 

benaran ketetapan Retribusi tersebut. 

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu  paling lama 3 

(tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 

karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap 

sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. 

BAB XIII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 17 

(1)  Atas kelebihan pembayaran retribusi. Wajib retribusi dapat 

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2)  Keputusan Bupati diberikan atas kelebihan pembayaran retribusi 

yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. 
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(3)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 

ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan 

pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB 

diterbitkan dalam jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan. 

(4)  Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, 

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 

dahulu utang retribusi tersebut. 

(5)  Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6)  Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan 

setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan. Bupati 

memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas 

keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. 

Pasal 18 

(1)  Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 

diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas 

dengan sekurang–kurangnya menyebutkan : 

a.  nama dan alamat wajib retribusi. 

b. masa retribusi. 

c. besarnya kelebihan pembayaran. 

d.  alasan yang singkat dan jelas. 

(2)  Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 

disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. 

(3)  Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten atau bukti 

pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan 

diterima oleh Bupati.  

Pasal 19 

(1)  Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan 

surat pembayaran kelebihan retribusi. 

(2)  Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan 

utang retribusi lainnya. Sebagaimana dimaksud pada pasal 21               

ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku 

sebagai bukti pembayaran. 
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BAB XIV 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 20 

(1)  Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 

pembebasan besarnya retribusi. 

(2)  Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan 

kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena 

bencana alam, kebakaran dan kerusuhan. 

(3)  Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 

ditetapkan dengaan Peraturan Bupati. 

BAB XV 

KADALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 21 

(1) Penagihan Retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang 

ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati. 

(2) Apabila penagihan Retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata 

cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dapat dilimpahkan 

kepada BUPLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Pasal 22 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi  kedaluwarsa 

setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi 

melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada               

ayat (1) tertangguh jika: 

a. diterbitkan surat teguran ; atau 

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik 

langsung maupun tidak langsung. 
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(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, kedaluwasa penagihan dihitung sejak tanggal 

diterimanya Surat Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan 

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan 

belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan 

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 

permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 23 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 

dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang 

retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XVI 

INSENTIF PEMUNGUTAN  

Pasal 24 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat 

diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB XVII 

PENYIDIKAN 

Pasal 25 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat 

pegawai negeri sipi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang 

diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut 

menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai 

orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang 

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 

Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 

tindak pidana di bidang Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan 

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan 

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, 

dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 

Retribusi; 
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i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XVII 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 26 

(1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang 

atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didahului dengan Surat Teguran. 

(3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan 

penyetoran Retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor 

diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XVIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 27 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 

merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling 

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 

Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penerimaan negara. 

BAB XIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tekhnis pelaksanaan Peraturan 

Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati. 

 Pasal 29 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Wajo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan                   

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Wajo. 

Ditetapkan di Sengkang  

pada tanggal 18 Oktober 2011      

BUPATI WAJO, 

        TTD 

ANDI BURHANUDDIN UNRU 

Diundangkan di Sengkang  

pada tanggal 18 Oktober 2011   

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, 

               TTD 

ANDI WITMAN HAMZAH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 47 

Salinan sesuai dengan aslinya 

     Sekretariat Daerah Kab. Wajo  

   Kabag Hukum dan HAM 

     TTD 

   ABD. HAMID, S.H.,M.H 
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